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E.AaSfP / DOKUMEMTASI

BAGIANHUKUM

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

PROVINSl KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 126 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS TAHUN 2020

KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji,
Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga belas Tahun 2020

kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia,

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non

pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun, atau Tunjangan, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian

Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin tiraur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5494 );

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Umbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Umbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian
Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun
2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau

Tunjangan (Umbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 189, Tambahan Umbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6545);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana teleih
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Neg£U"a Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran

Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN

GAJI ATAU PENGHASILAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2020

KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.

3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat

sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat

pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Kotawaringin Timur , Ketua, Wakil Ketua dan An^ota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan pejabat negara lainnya yang

ditentukan oleh Undang-undang.

5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah

Galon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Kotawaringin Timur

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahvman Pemerintah

Daerah Provinsi yang dibahas dan disetujui bersama oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten dan DPRD dan ditetapkan dengem

Peraturan Daerah Kabupaten.

7. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur

kepada pegawai yang dibayarkein bersamaan dengan gaji.

8. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam

bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi keija kepada pegawai



05JOC f,ii-n:);)v;ri/. nudcT itjrni r ni.o/ir.rv.'/iilo/l n-3jj.;q;.fd:i>l

;(u i(jrnr<!4 Pf O'^ (■:;ji!aT-^rifsiiT'niynriJ.v,':.;:lo>i

rUW^d/;

O/IAT/I^T ITMUti i^A>ilj !7.33^f ; ri-.iq;y«^.);-i.>

<j£.Ok l-^UHAT aAdo)f! A0iT3>i li .AO dAJldAiIOVia3 DATA U.AO

!IATl4lJ^3rd33 MAI>3U>JOVH] iG Ji-Hif; !AWA03'] AG/AG>J

.nUi\/i[T i-]lOHi?;AWATO>i ^^STAIUGA/i HAfjSAO

i ?iAG

iviniviu viAirr.'ijrra/i

I ifci^Ai

:  iii;ufi-.'i) btiB^lyrnib "isnBv irii btiqufJ firv! jn-'i./i m tLiiCi

.'wifiiiT rr'ii.ri i i'-ic-X .drjlt:.! rlF-c.ij.-Cl .]

.•lUinrr fiiy;li io7.'<;jo3 h/jquH i.B'qj j'd .£

rlivlBDf; iK/fcniRib e,rin idisv .flqid h;>;.r>d .b

,;nn:3.i-5-j.i irhjnam'xri

fft'.l.vipq ri'^lo qiii j.J irij7.:v.)ii '/M'jV'ot'i. liqjri •uj.!;;;'iBqA

.nBiUbnhiJfnuq riBJjj- 'si. i/l.ub:.ihn:3i"ri >iuiiMJ afirr;v/;-:'joq:;;! BffirJjr. iq

fi'-j.iurBMdB>! iJBMu3 ib.'BV/' fiBb ijiiquci flalfibB xsjL'rj/j a.riBjD3 .i- -

i.Jiv/dC] ;53oggn/' n/sb ;5jj:.-)>1 ibliiV/ .r-ui ui , -lurriiT iiigfii"'Bv.'iJ-!o>{

■7!"ni? ByriniBii ni/xg-in ji,(iuipq r:tib

.gi;Bbn!/ -g;"!B!!nU liiio noliMnoiib

rlnbdjG PMID Jjjd:>i;ib E\G!jubj/ii5« paGV iiqiA nogoK biv/fig'./I rolyj .-3

rlGTJBfi ilr>lni"tr)rn;>S itGvnitdjnTif iii iiqib' h-xqc;/! ir.v.'iq::-/] rinbG.)

Tf/tfjiT !lip:in&'.ViiJo"'}

fividLiiniibs GiiBv riiiTJ;/.! sifUil-jG rijxb .•ir.jn'qisbnG'^ nGii;gGaA .a

.dHlni'iGm;/] ciii'LtiiiBj Bruion-ji riniiibxj QHG/v irjr'iqni/Ab

f!'i!o Gi.Gig'iGti n;;b ar-ilixdib griiv-.'. (ariivtn-'F ifixiouC

nsgnob nfi;lq/jjt>jib nnb G5"'3Q nGi;- n.-ir.qudG'A. Hixioi^CI rlGjf.ho.T; /i

.i50)G'i;jci/v>! doiaGCI nmu.ii/rG

•iiJiHi.Gj GLGQ;")?. Jiiiv. iitrrir{sdriio''l rlbfjibiJ n.sgiT.rqyifjT .T

.fi_Kg TiGgftGh rii.Bino&'iGd aBrbuiVixdii;' gncv iixv/xig'xtj iii/GqG;!

rnr.lrib nGdcJisvnrb neb ixmhoiib gne.y tG.v.G'j-iq iisri n'.<lGbB ijpO .8

ii>v/t;gjq ab'jqG;! aiq-.-d i*i->dirr-Kf '-".Xib nLdj-.dr.u higBrf;;?. giitii.) rlujrr.yj



yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu peijanjian keija,

kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.

9, Sxirat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah

dokumen yang diterbitkan oleh Pen^una Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk

untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen

Pelsiksanaan An^aran (DPA) atau Dokumen lain yang

dipersamakan.

10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D

adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan

Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo selaku

Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah

imtuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemberian Gaji atau Penghasilan ketiga belas diberikan kepada:

a. PNS;

b. PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:

1. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan

Republik Indonesia di Luar Negeri;

2. PNS yang ditugaskan diluar Instansi Pemerintah Baik di

dalam maupun di luar negeri yang gajinya di bayar oleh

instansi induk;

3. PNS Penerima Uang Tunggu;

4. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia,

tewas, atau gugur; dan

5. Penerima gaji dari PNS, yang dinyatakan hilang.

c. Galon PNS.



Pasal 3

Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas tidak diberikan

kepada:

a. Pejabat Negara;

b. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan

c. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik

di dalam maupun di luar negeri yang gajinya di bayar oleh

instansi tempat penugasan.

BAB III

PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 4

(1) Pemberian Gaji atau Penghasilan ketiga belas bagi PNSD dan

CPNS sebagaimana Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan pada

bulan Juli.

(2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan

yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan,

kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan

Penghasilan Ketiga Belas.

Pasal 5

(1) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1)

diberikan kepada PNS, paling banyak meliputi;

a. gaji pokok;

b. tunjangan keluarga; dan

c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

diberikan bagi:

a. penerima gaji terusan dari PNS yang menin^al dunia,

tewas atau gugur; atau

b. penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang
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yaitu sebesar penghasilan 1 ( satu ) bulan gaji terusan pada

biilan Juli dan An^arannya dibebankan pada Perangkat

Daerah PNSD bekeija.

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3)

dibeiikan bagi Calon PNS paling banyak meliputi;

a. 80% (delapan puliih pesen) dari gaji Pokok PNS;

b. Tunjangan Keluarga; dan

c. Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum.

Pasal 6

Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

tidak termasuk jenis tunjangan kineija, insentif kineija, insentif

keija, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan

pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan

dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi

Guru / PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan,

tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang

sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta

tunjangan atau insentif yang di tetapkan dengan perundang -

undangan atau peratursin internal kementerian/lembaga.

Pasal 7

^  (1) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan

pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-xmdangsin dan ditan^ung oleh pemerintah,

BAB III

WAKTU PEMBAYARAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 8

(1) Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas dibayarkan

pada Bulein Agustus.
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(2) Dalam hal Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Pembayaran

dapat dilakukan pada bulan - bulan berikutnya.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

Pembayaran Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada Dokumen

PelaksEinaan Anggaran Satuan Keija Perangkat Daerah.

Pasal 10

(1) Pen^una An^aran/Kuasa pen^una An^aran mengajukan

SPM Penghasilan Ketiga Belas kepada Badan Pengelolaan

Keuangan dan Pendapatan Daerah.

(2) SPM Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM Gaji bulanani

(3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk

digunakan lontuk pembayaran kekurangan atau susulan

pembayaran Gaji, Tumjangan atau Penghasilan Ketiga Belas.

Pasal 11

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS

yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan

pembayaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas telah

dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 12

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan

Pembayaran, SPM dan SP2D Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020

diatur mengikuti ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan

pembayaran Belanja Pegawai.
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BAB IV

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasai 13

Pengendalian internal dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

BABY

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalatn Berita Daerah

Kabupaten Kotawaringin Timur.

v":'
- -

Diundangkan di Sampit

pada tanggal Agustus 2020

Ditetapkan di Sampit

pada tanggal Agustus 2020
BUPATI KipTAWARINGIN TIMUR,

PIAN HAD!

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN TUMUR

JKINNOR

BERITA DAERAH ABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR
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